
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
guna memberi kepastian hukum dalam penentuan dan
penetapan retribusi pelayanan kesehatan sebagai salah
satu sumber pendapatan daerah;

b. bahwa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun milik Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat dituntut mampu
memberikan pelayanan kesehatan prima sejalan dengan
harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan dengan mudah, cepat, tepat dalam suasana yang
nyaman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi dewasa ini;

c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan prima
sebagaimana dimaksud huruf b diperlukan biaya yang
besar untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan
kesehatan yang tidak memungkinkan hanya mengandalkan
subsidi pemerintah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan
Bun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
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2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2576);

3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3259);



- 3 -

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004
tentang Penetapan Tarif Retribusi Jasa umum;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
989/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Tarif Kelas III
Rumah Sakit di Seluruh Indonesia Berdasarkan Indonesia
Diagnosis Related Group (DRG);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1165/Menkes/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit
Badan Layanan Umum;
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23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan
Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero);

24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
IMANUDDIN PANGKALAN BUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun;

7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun;

8. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
kegiatan pelayanan medik atau non medik yang dibebankan
kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang
diterimanya;

9. Pelayanan kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan
kegiatan dan jasa yang diberikan kepada orang pribadi
dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan,
pencegahan, pemulihan dan peningkatan status kesehatan;

10. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu
yang diberikan oleh tenaga medis berupa pemeriksaan,
konsultasi dan tindakan medik;

11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau
pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah
sakit;

12. Pelayanan Rawat Jalan eksekutif adalah pelayanan rawat
jalan di klinik khusus, waktu khusus dan ditangani oleh
dokter yang khusus berdasarkan pilihan pasien sepanjang
dokter tersebut sedang bertugas;

13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan
medik yang harus diberikan secepatnya untuk
mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat;

14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau
pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah
sakit;

15. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan
pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi
medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati
tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam tapi kurang dari 24
(dua puluh empat) jam;

16. Pelayanan Rawat Siang Hari (Day Care) adalah pelayanan
pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi
medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya maksimal 12
(dua belas) jam;

17. Pelayanan Rawat Khusus adalah pelayanan pasien untuk
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau
pelayanan kesehatan lainnya karena pertimbangan medis
memerlukan ruang perawatan khusus;


